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PERATURAN BUPATI LAMPUlfG SELATAN 
IfOMOR .Lt0 TAHUIf 2015 

TENTAN'G 

SANlTASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT ( STBII ) 

DEIfGAN' RAHllAT TUHAIf YANG IlAHAESA 

BUPATI LAMPUNG SELATAN', 

Menimbang a. bahwa dalam rangka memperkuat upaya 
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, mencegah 
penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan 
kemampuan masyarakat serta meningkatkan 
akses air minum dan sanitasi dasar, 
Pemerintah Daerah perlu menyelenggarakan 
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM); 

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 
2014 tentang Sanitasi Total Berbasis 
Masyarakat, perlu menyusun peraturan dan 
kebijakan terkait program Sanitasi Total 
Berbasis Masyarakat; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Sanitasi 
Total Berbasis Masyarakat; 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 
Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 55 Tahun 1956), Undang­
Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
56 Tahun 1956) dan Undang-Undang Darurat 
Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1957), 
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 
Termasuk Kota Praja Dalam Lingkungan 
Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959, Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1821); 



2.	 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah 
Pusat dan Perr.erintahan Daerah (Lembaran 
Negare Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan LembaraIf Negara Republik 
Indonesia Nornor 4438); 

3.	 Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

4.	 Undang-Undang Nornor 36 Tahun 2009 
terrta.ng Kesehatan (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nornor 
144. Tarnbalrari Lernbaran Republik 
Indonesia Nornor 5063); 

5.	 UndangUndang Nomor 18 Tahun 2008 
tentang Pcngelolaari Sarnpah (Lernbaran 
Negai a Repub1ik Indonesia Tahurr 2008 
Nomoi e9, Tambahan Lembaran Republik 
Indonesia Nornor 4851); 

6.	 Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 
tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tarnbahan Lembaran 
Repuolik Indonesia Nornor 5587) 
sebagaimana te1ah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
9 Ta.lruri 2015 (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 58, 'I'ambalran 
Lernbaran Republik Indonesia Nornor 
5679); 

7.	 Peraturan Pernerintah Norrror 82 'Tahun 
2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan 
Pengeudalian Pencernaran Air (Lernbaran 
Negara Repub1ik Indonesia Tahun 2002 
Norr.or 153, Tarnbahan Lembaran 
RepuLlik Indonesia Nomor 4161); 

8.	 Peraturan Pernerintah Nornor 66 Tahun 
2014 tentang Kesehatan Lingkungan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
TahUll 2014 Nornor 184, Tarnb.aban 
Lerribarun Republik Indonesia . Nomor 
5570); 

9.	 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 
tentang Sistern Kesehatan Nasional 
(LeTnbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nornor 193); 

10.	 Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 
2014 tern.arrg Percepatan Penyediaan Air 
Minu:m dan Sanitasi Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 389); 



11.	 Peraruran Menteri Kesehatan Nomor 
2269/Menkes/XI/2011 tentang Pedoman 
Pem biriaan Perilaku Hidup Bersih dan 
SehaL (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nornor 755); 

12.	 Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 
1 Tahun 2014 tentang Pernbentukan 
Produk Hukurn Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
32); 

13.	 Peraturan Menteri Kesehatan NOIIl.or 3 
Tahrrn 2014 tentang Sanitasi Total 
Berbe.sis Masyarakat (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
193~; 

14.	 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung 
Selatan Nornor 06 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja 
Perangkat Daerah Kab'upate'n Larnpung 
Selatun (Lembaran Daerah Kabupaten 
Larnpung Selatan Tahun 2008 Nornor 6, 
Tarnbahan Lernbaran Daerah Kabupaten 
Larnpung Selatan Nornor 06) 
sebugairuarra telah diubah beberapa kali 
ter-aklrir dengan Peraturan . Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 
Tahun 2015 (Lernbaran Daerah 
Kabupaten Larnpung Selatan Tahun 
2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Lwnpung Selatan 
Nomor 1). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan	 PERATURAN ~UPATI TENTANG Sf'1TASI TOTAL 
BERBASIS MA~Y~.RAKAT(STBM). 

. .BAP I 

Im'l'EN'nJAN UMUM 

Pasal 1 

Dalarn peraturan bupati ini yang dirnaksud dengan ; 

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Larnpung Selatan. 
2. Pemerintah	 Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah 

sebagai unsur penyelenggara Pernerintahan Daerah Kabupaten 

Lampung Selatan. 
3. Bupati adalah Bupati Larr.ptarig Se1atan. 



4.	 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung 
Selatan. 

5.	 Dinas adalah dines kesehatan kabupaten lampung selatan 
6.	 Kecamatan adalah Kecarr.atan di Kabupaten Lampurig Selatan. 
7.	 Pemerintah .Kecamatan adalah Pemerintah Kecamatan di 

Kabupaten Lampung Selatan. 
8.	 Camat adalah Camat di Kabupaten Lamp.rng ::;elatan. 
9.	 Desa adalah Desa di Kabupaten Lampung Selatan. 

10.	 Pernerintahan Desa adol.ah Pernerintahan Desa di Kabupaten 
Lampung Selatan, 

11.	 Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Lampung 
Selatan. 

12.	 Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan yang terkait dengan Sanitasi Total Berbasis 
Masyarakat. 

13.	 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat 
STBM adalah pendekatan untuk rnengubah perilaku 
higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat 
dengan care pemicuan. 

14.	 Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya 
disebut Pilar STBM adalah perilaku higienis dan saniter yang 
digunakan sebagai acuan dalarn penyelenggaraan Sanitasi 
Total Berbasis Masyaraket 

15.	 Pemicuan adalah C::l:2. untuk. mendorong perubahan 
peri1aku higienis dan aarritaai individu/ rnasyarakat atas 
kesadaran sendiri dengan menyentuh perasaan, pola pikir, 
perilaku dan kebiasaar, individu masyarakat. 

16.	 Stop Buang Air Besar Sembarangan adalah kondisi ketika 
setiap individu dalarn kornunitas tidak 1agi me1akukan 
perilaku buang air besar sembarangan yang berpotensi 
rnenyebarkan penyakit. 

17.	 Cud Tangan Pakai Sabtrn adalah perilaku Cuci tangan 
dengan menggunakan sabun dan air bersih yang mengalir. 

18.	 Pengelolaan Air Minurn dan Makanan Rumah Tangga adalah 
rne1akukan kegiatan mengelolah air rninurn dan Inakanan di 
rurnah tangga untuk rnernperbaiki dan menjaga kualitas air 
dari sumber air yang akan digunakan untuk. minum., serta 
untuk menerapkan pririsip higiene sanitasi pangan dalam 
proses pengetolaaan rnakanan dirurnah tangga. 

19.	 Pengarnanan Sampah Rurnah Tangga adalah melakukan 
kegiatan pengolahan aampah di rumah tangga dengan 
rnengedepankan prinsip. mengurangi,rnernakai ulang dan 
mendaur ulang. 

20.	 Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga adalah melakukan· 
kegiatan pengolahan 1im.bah cair dirumah tangga yang 



berasal dari sisa kegiatan mencuci, karnar mandi dan 
dapur yang memenuhi standar baku mutu kesehatan 
lingkungan dan pemutusan rantai penularan penyakit. 

21.	 Sanitasi Total adalah kondisi ketika suatu komunitas : 
a. tidak buang air besarsembarangan; 
b. mencuci tangan pakai sabun; 
c. mengelolah air minum dan makanan yang aman; 
d. mengelolah sampah dengan benar 
e. mengelolah limbah cair rumah tangga dengan aman, 

22.	 Kelompok KeIja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang 
selanjutnya disingkat Pokja AMPL adalah satuan tugas yang 
dibentuk oleh Pemerintah Daerah sebagai wadah/forum adalah 
komunikasi dan koorcliruasi SKPD dalarn pengelolaan 
pembangunan air minum dan sanitasi rnulai dari tahap 
perencanaan, pe1aksanac.n, pemantauan, dan evahaaat secara 
menyeluruh dan berkesmambungan. 

23.	 Tim Verifikasi adalah Tim yang dibentuk untuk memastikan 
bahwa telah terjadi perubahan perilaku masyarakat desa dalarn 
penyelenggaraan STBM. 

24.	 Wirausaha Sanitasi adalah pelaku usaha yang bergerak di 
bidang layanan penyediaan produk dan jasa sanitasi yang layak 
derigan pilihan dan harga yang teIjangkau masyarakat. 

25.	 Tim Kerja Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya 
disingkat Tim Kerja STB\IJ adalah Tim yang dibentuk untuk 
mendukung dan memaarilcan penyelenggaraan STBM secara 
berjenjang dan korisekuen 1011181 dari level kabupaten hingga 
level desa. 

26.	 Sistem Monev STBM Berbasis Website dan SMS Gateway adalah 
system monitoring dan evaluasi STBM yang dikembangkan 
untuk memudahkan proses mengalirnya data dari sumber 
terdekat di tingkat desa kepada pihak lain yang akan 
menggunakan inforrnasi, tentang STBM di semua lini dengan 
menggunakan teknologi website dan SMS gateway. 

27.	 Lembaga Keuangan lV'ikro adalah lembaga keuangan yang 
khusus didirikan 'unt.ux memberikan jasa pengembangan . 
usaha dan pemberdayaan rnasyarakat, baik melalui pinjaman 
atau pembiayaan dalarn usaha, skala rnikro kepada anggota dan 
masyarakat, pengelola -sirnparran, maupun pemberian jasa 
konsultasi pengembangan u saha, 

DAB II 

MARSUD, TUJUAN DAN SASARAN 

Paaal 2 

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mewujudkan perilaku 
masyarakat yang higieni5 dan saniter secara mandiri dalarn 
rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang 
setinggi-tingginya. 



(2)	 Peraturan Bupati ini bertujuan 
a.	 menurunkan angka kejadian penyakit diare dan penyakit 

berbasis lingkungan yang berkaitan dengan sanitasi dan 
perilaku me1alui penciptaan kondisi Sanitasi Total; 

b.	 meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menentukan 
pilihan sarana sanitasi yang layak dan terjangkau; dan 

c.	 meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar masyarakat 
terutama masyarakat. nuskin dan terpencil. 

Pasal 3 

Yang menjadi sasaran Peraturan Bupati ini adalah 

a.	 masyarakat; 
b.	 pemerintah daerah, kecamatan dan desa; 
c.	 tim penggerak pkk kabupaten, kecamatan, dan desa; 
d.	 institusi pendidikan; 
e.	 institusi kagamaan; 
f.	 organisasi rnasyarakatylembaga swadaya masyarakat; 

g.	 perusahaarr/ swasta. 

BAB III
 
PENYELENGGARAAN
 

P/lSfl14 

(I) Masyarakat menyelenggarakan STBM secara mandiri dengan 
berpedoman pada Pilar STBM. 

(2) Pilar STBM sebagaimaua cEmaksud pada ayat (1) terdiri atas 
perilaku : 

a.	 stop buang air besar sembarangan; 
b.	 cud tarigar, pakai aaovm; 
c.	 pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga; 
d. perigarnarran sampan rumah tangga; dan 
e.	 pengaruanan limbah cair rumah tangga. 

(3) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan 
untuk memutus mata rarrtai penularan penyakit dan 
keracunan. 

Pasal 5 

(1) Peri1aku Stop Buung Air Besar Sembarangan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diwujudkan melalui 
kegiatan paling sedikit terdiri dari : 
a.	 membudayakan per'ilalru buang air besar di jamban sehat 

yang dapat memutus alur kontaminasi penularan penyakit; 
dan 

b.	 menyediakan danme.melihara sarana buang air besar yang 
memenuhi standar dan persyaratan kesehatan. 



(2) Perilaku Cuci Tangan Palmi Sabun sebagairnana diInaksud 
dalam Pasal 4 ayat (2) hu..ruf b diwujudkan me1alui kegiatan 
paling sedikit terdiri dari : 
a.	 membudayakan perilaku cuci tangan dengan sabun dan 

air bersih yang mengaEr; dan 
b.	 menyediakan dan memelihara sarana cuci tangan yang 

dilengkapi dengan air rnengalir, sabun dan saluran 
pernbuangan air Iimbah, 

(3)Perilaku Pengelolaan Alr Minum dan Makanan Rumah Tangga 
sebagaimana dim.aksud· dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c 
diwujudkan me1alui kegiatan paling sedikit terdiri dari : 
a.	 membudayakan perilaku pengolahan air layak minum dan 

makanan yang aman dan bersih; 
b.	 menyediakan dan memelihara tempat pengolahan air minum 

rnakanan rurnah tangga yang sehat 
(4) Perilaku Pengamanan. 8ampah Rumah Tangga sebagaimaria 

yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d diwujudkan 
melalui kegiatan paling sedikit terdiri dari : 
a.	 membudayakan perilaku memilah sampah rumah tangga 

sesuai dengan jenisnya dan membuang sampah rumah 
tangga di luar rumah secara rutin; 

b.	 melakukan pengurangan (reduce), penggunaan kembali 
(reuse), dan pengolahan kembali (recycle); dan 

c.	 menyediakan dan meme1ihara sarana pembuangan sampah 
tangga di luar rumah. 

(5) Perilaku Pengamanan Limbah Cair Rurnah Tangga sebagaimana 
yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf e diwujudkan 
melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas : 
a. melakukan pernianhs.n saluran limbah cair rumah tangga 

melalui sumur resapan dan saluran pembuangan air lim.bah; 
b. menyediakan dan rnerrggtarualcari penampungan limbah cair 

rumah tangga; dan 
c. memelihara saluran· pembuangan dan penampungan 

limbah cair rtrmah tangga. 

Pasal6 

(1) Dalam menyelenggarnkan STBM sebagaimana diD1aksud 
dalam Pasal 4 dan F'asal 5 dilakukan dengan Penticuan 
kepada masyarakat. 

(2) Pernictaarr sebagaiman« di-naksud pada ayat (1) dilaksanakan 
oleh petugas keaehatan, Kader, relawan, dan atau masyarakat 
yang telah berhasil merigcrrrbarigari STBM. 

(3) Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan 
untuk memberikan kemampuan dalam: 
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a.	 xnerencanakan perubahan perilaku; 
b.	 memaratau terjadinya perubahan perilaku; dan 
c.	 xnengevaluasi hasil perubahan perilaku. 

Pasal 7 

(1) Untuk mericapai koridiai aanitaai total yang xnencakup 
(lixna) Pilar STBM sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal4 
ayat (2) setelah pemicuan dilakukan pendampingan kepada 
masyarakat. 

(2) Pendampingan sebagai.n&na dixnaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh petugas kesehatan, kader, relawan, dan atau 
xnasyarakat dalam pelaksanakan rencana kerja masyarakat 
sebagaitnana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Pendampingan sebagaitnana dixnaksud pada ayat (1) dan (2) 

difokuskan untuk mendorong pencapaian Pilar Stop Buang Air 
Sesar Sexnbarangan yang dixnaksud dalam Pasal 4 ayat (2) 
huruf a. 

(4) Pencapaian Pilar Stop Buang Air Besar Sexnbarangan yang 
dimaksud pada ayat (3) dixnaksudkan untuk mexnperxnudah 
pencapaian Pilar STSM lainnya hingga menuju kondisi 
Sanitasi Total. 

Pasal8 

(1) Komunitas masyarakat yang telah berhasil mencapai salah 
satu pilar atau kondisi -sarrita.si total dalam penyelenggaraan 
STBM berdasarkan perrilavan Tim Verifikaai, dapat melakukan 
deklarasi keberhasilan pelaksanaan STBM. 

(2) Tim Verifikasi sebagaim=:la di:rn.aksud pada ayat (1) dibentuk 
sesuai tingkatannya oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, 
Desa yang terdiri dari trnsatr Pemerintah dan masyarakat. 

IrAB IV 

TANGGUNG JAWAB DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH. 
KECAMATAN. DESA/KELURAHAN 

Pasal9 

Dalam mendukung penyelenggaraan STBM, Pemerintah Daerah 
bertanggung jawab dalam : 
a.	 penyusunan peraturan dan kebijakan teknis; 
b.	 fasilitasi pengembangan teknologi tepat guna; 
c.	 fasilitasi pengembangan penyelenggaraan STBM; 
d.	 pelatihan teknis bagi petugas kesehatan, kader,. relawan 

dan/atau masyarakat; dan 
e.	 penyediaan media koxnunikasi, infonnasi dan edukasi; 



Pasal 10 

Untuk mendukung penyelenggaraan STBM, Pem.erintah Daerah 
berperan: 
a.	 rnenetapkan skala prioritas wilayah untuk penerapan STBM; 
b,	 m.elakukan koordinasi. lintas sektoral dan lintas program, 

jejaring keIja dan kemitraan dalam rangka pengembangan 
penyelenggaraan STBM; 

c.	 melaksanakan pelatihan tekrris bagi petugas dan masyarakat 
kecamatan dan/ atau deaa; 

d. rnelakukan pernarrtatrari dan evaluasi; 

e. menyediakan materi media komunikasi, informasi dan 

edukasi; dan 
f. rnensosialisasikan kepnda SKPD terkait STBM agar dapat 

m.enganggarkan dana 'urrr.rk kegiatan STBM. 

Pe.sal 11 

Dalam rnendukung penyelenggaraan STBM, Pemerintah 
Kecamatan bertanggung jawab dan berperan dalam 
a.	 rnelakukan koordinasi llntas sektoral tingkat kecamatan 

terkait STBM dan memberilcan dtalcurigeri bagi kader/fasilitator 
pemicu STBM; 

b.	 mengembangan Wirausaha Sanitasi lokal untuk meningkatkan 
produksi dan suplai penyediaan sarana sanitasi serta 
m.ernastikan kualitasnya; 

c.	 mengevaluasi dan mernorritor Tim Kerja STBMKecamatan; 
d.	 memastikan update baseline data STBM oleh petugas sanitasi 

Puskesmas m.elalui Sistem. Monev STBM Berbasis SMS 
Gateway; dan 

e.	 mensosialisasikan STBM tcepada seluruh masyarakat, 

Pasal 12 

Dalam rnerid'ukurig penyelenggaraan STBM, Pem.erintah Desa 
bertanggungjawab dan berperan dalam : 
a.	 penyusunan Peraturan Desa terkait pencapaiari kondisi 

sanitasi total yang mencakup 5 pilar STBM; 
b.	 mernbentuk tim pemicu 8TBM; 
c.	 rnerrrorrito'r lCeIja kader/fasilitator pemicu STaM dan 

m.emberikan bim.bingan sesuai kebutuhan; 
d.	 memberikan motivasi don dorongan kepada masyarakat 

untuk mencapai koridiei Pilar Stop Buang Air Besar 
Sem.barangan dan Pilar STBM lainnya dilingkungan tem.pat 
tinggalnya; 

e.	 mem.bangun kesadaran dan partisipasi masyarakat secara 
gotong royong dalam pelaksanaan STBM; 



f.	 mengevaluasi dan memonitor Tim Ketja STBM Desa; dan 
memberikan opsi-opsi teknologi yang layak dengan biaya murah 
dan teIjangkau masyarckat. 

Pasal 13 

(1) Pemerintah Daerah, Keccmatan, Desa dalammendukung 
penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
9,10,11 dan 12 mengacu paca strategi dan tahapan STBM. 

(2) Strategi penyelenggaraan STEM sebagaimana dimakaud 
pada ayat (1) meliputi: 
a.	 penciptaan Iingkungan yang kondusif; 
b.	 peningkatan kebutuhan sanitasi; dan 
c.	 peningkatan penyediaan akses sanitasi. 

(3) Penciptaan lingkungan yang kondusif sebagaimana yang 
dimaksud pada ayat (2) hnruf a merupakan upaya menciptakan 
kondisi yang mendukung tercapainya kondisi sanitasi total 
mela1ui dukungan kelembagaan, regulasi, dan kemitraan dati 
Pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, 
institusi pendidikan, institusi keagamaan dan swasta, mela1ui 
pencapaian output berupa: 
a.	 komitmen Pemerintah Daerah untuk menyediakan sum.ber 

daya untuk melaksanakan. STBM yang dituangkan dalam 
penganggaran kegiatan STEM dalarn APBD; 

b.	 kebijakan daerah dan peraturan daerah mer-genal program 
sanitasi; 

c.	 STBM termuat dalam Rencana Pembangurian Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD); 

d.	 terbentuknya Tim Kerja STBM Kabupaten yang 
mengarusutamakan sck'tor sanitasi khususnya STBM, 
yang rnenghasilkan peningkatan anggaran sanitasi daerah 
serta koordinasi sumber daya dari Pemerintah Daerah maupun 
non Pemerintah Daerah; 

e.	 tersedianya tenaga fasilitator, pemandu STBM dan program 
peningkatan kapasitas; dan 

f.	 adanya sistem pemantuan hasil kineria STBM secara mandiri 
mela1ui Sistem Monev STBM Berbasis Website dan SMS 
Gateway serta proses pengelolaan pembelajaran. 

(4) Peningkatan kebutuhan sanitasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf b =e~pakan uFaya peningkatan. kebutuhan 
masyarakat merruju perubahan perilaku yang higienis dan 
saniter, berupa : 
a.	 pemicuan perubahan perilaku; 
b.	 promosi dan karnpanye perubahan perilaku higienis dan 

saniter; 
c.	 penyampaian pesan me1a1ui media massa dan media 

komunikasi lainnya; 



d.	 mengembangkan komi.trnen masyarakat dalam. perubahan 
perilaku; 

e.	 memfasi.li.tasi. terberituknya Tim Pernicu STBM masyarakat; 
dan 

f.	 mengembangkan mekanisme penghargaan terhadap 
masyarakat/Institusi yang berhasil mengembangkan 
STBM. 

(5) Peningkatan penyediaan akses sanitasi sebagaimana dim.aksud 
pada ayat (2) huruf c merupakan upaya meningkatkan dan 
mengembangkan percepatan akses terhadap prcduk dan 
layanan sanitasi yang layak dan terjangkau masyarakat, berupa 

a.	 mengembangkan opsi 1:eknologi sarana s"nita~; yang sesuai 
kebutuhan dan terjangkau; 

b.	 menumbuh kernbangkan potensi wirausaha sanitasi lokal; 
c.	 menyusun p'rofil wirausaha sanitasi kabupaten; 
d.	 memfasilitasi wirausaha sanitasi dengan lembaga keuangan 

mikro; . 

e. menciptakan dan memperkuat jejaring pasar sanitasi 
perdesaan; dan 

f.	 mengembangkan mekanisme peningkatan kapasitas pelaku 
sanitasi. 

(6) Tahapan penyelenggaraan STBM sebagaimana dim.aksud 
pada ayat (1) meliputi: 
a.	 penyusunan perencanaan; 
b.	 pelaksanaan; 
c.	 pemantauan dan cvaluasi; dan ,
d.	 penyusunall Iaporan. 

BABV 

.PHSa! 14 

(1)	 Dalam mendukung penyelenggaraan STBM sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5,6,7,8,9,10,11,12 dan 13, Pemerintah 
Daerah, Kecwnatan, dan Desa membentuk dan menetapkan 
Tim Kerja STBM di ti:q,g:mt Kabupaten, Kecam.atan dan Desa 
dalam bentuk Keptrtus an , 

(2)	 Tim Kerja STBM sebagrumaria dimaksud pada ayat (1) 
melaksanakan tahapan penyelenggaraan Kegiatan STBM 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) secara 
konsekuen. 



Pa.sal 15 

(1) Tim Kerja STBM Kabupaten sebagaimaria yang dimaksud 
dalarn Pasal 14 ayat (1) dapat terdiri dari: 
a.	 Iiritas sektor, SKPD, Tim Penggerak PKK Kabupaten, 

Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya 
Masyarakat, dan atau Institusi Keagamaan; dan 

b.	 perugas kesehatan di Iirigkup Dinas Kesehatan. 
(2) Tim Kerja STBM Kabtrpateri sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a, berkcdud'ujcan dibawah dan bertanggung jawab 
kepada Bupati melarui Kepala Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah selaku Ketua Pokja AMPL Kabupaten 
yang ditetapkan dengan keputusan Bupati. 

(31 Tim Kerja STBM Kabupateri sebagaimaria dimaksud pada ayat 
(1) huruf b, berkedudukaq dibawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala ':Jinas Keeeb.aran se1aku instansi teknis 
penanggung jawab STBM ~frta ditetapkan dengan Keputusan 
Kepala Dinas Kesehatan. 

Pasal 16 

(1) T'irn KeIja STBM Kecarna,tan sebegaimaria yang drme.kemd 
dalarn Pasal 14 ayat (1) terdiri dari Pemertrrtah Kecarnatan, Tim 
Penggerak PKK Kecamatan, Organisasi Kemasyarakatan, 
puskesmas, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan atau Institusi 
Keagamaan. 

(2) Tim Kerja STBM Kecamatan sebagaimaria dim.aksud pada ayat 
(1) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada 
Carnat serta ditetapkan derigari keputusan Cam.at. 

Pasal 17 

(1)	 Tim. Kerja STBMDesa sebagaim.ana dim.aksud dalam. Pasal 14 
ayat (1) terdiri dari Pem.erintah Desa, Tim Penggerak PKKDesa, 
bidan desa, kader Posyarid'u, tokoh m.asyarakat, tokoh 
agama, dan / atau narural leader. 

(2)	 Tim Kerja STBM Desa sebagairnana. dim.aksud pada ayat (1) 
berkedudukan dibawah dan bertariggtrng jawab kepada 
Kepala Desa yang ditctapkan derrgari Keputusan Kepala 
Desa. 



B4\B VI 

MONITORING DAN EVALUASI 

Fasal 18 

Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan STBM dilakukan secara 
beIjenjang oleh Pemerintah Daeran di tingkat kabupaten dan 
kecamatan serta kader i fasilitator ditingkat desa terdiri dari : 
a.	 monitoring di desa ditajculcan oleh leader, bidan desa dan 

petugas kesehatan/sIDlitarian dibantu fasilitator untuk 
melihat perkembangan kegiatan pemicuan di masyarakat 
dan mengumpulkan data dasar STBM; 

b.	 monitoring dan cvaluasi di kecamatan dilakukan oleh petugas 
keseb.atany sarritarian .Puskesmas, dan fasilitator untuk 
melakukan kompilasi pernicuan, rencana keIja masyarakat 
dan aktivitas tim keIja m.a-syarakat; 

c.	 monitoring dan evaluasi di kabupaten dilakukan oleh Dinas 
Kesehatan untuk rrrernper'ole.h gambaran 'terrtarig kemajuan 
pernicuan, implemerrtaai rencana keIja masyarakat dan 
aktifitas natural leader, koridiei masyaraka~yang tidalr buang 
air besar sembarangan Berta upaya percepatan rnenuju deea, 
Stop Buang Air Besar Sembarangan/ STBM. 

BAB VII 
PENGHARGAAN 

Pasa! 19 

(1) Pemerintah Kabupaten' memberikan penghargaan kepada 
Desa dan Kecamatan yang berhasil •merimgkatjcan akses 
sanitasi yang Iayak di komunitas rnal:iyarakat minimal paling 
sedikit pilar 1 yaitu telah rnencapai status SBS (Stop Buang 
Air Besar Sembarangan). 

(2) Penghargaan sebagaimanl1 yang dirnakaud pada ayat (1) 
diberikan kepada pe-roremgari , korrrurritas reasyarakat 
dan/atau instansi. 

BAB VIII 
PP.:MJJIAYAAN 

Pasal 20 

(1) Untuk rnendukung penye1enggaraan STBM, aetiap SKPD 
terkait wajib merencanakan rerrcana akci berikut 
kebutuhan anggarannya sesuai dengan kompetensinya. 

(2) Anggaran yang digunakan dapat bersurnber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belarija Negar'a dan Anggaran Pendapatan 
dan Be1anja Daerah. 



(3)Anggaran	 yang diperhrkan dalarn penyelenggaraan STBM 
yang bereuznber- pacia Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah penetapannya m.elalui Dolctrrrrerr Pelaksanaan 
Anggaran (DPA) SKPP terkait sesuai dengan tugas dan 
fungsinya maalng-rnastr-g. 

(4)Kegiatan	 STBM juga d apat dianggarkan melahai Dana Desa di 
sermra desa. 

PE1-sa121 

Dinas Kesehatan sehagai SKPD dibidang kesehatan bertindak 
sebagai penanggung jawat. at,$ peiaksanaan Peraturan Bupati 
1n1. 

B~~ IX. 

KE1.'EN7UAN PENUTUP 

P~sal22 

Peraturan Bupati ini rrrutai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahtrinya, merner-irrtakrkarr pengundangan 
peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Lampung SelataIJ. 

Ditetapkan di Kalianda 
pada tanggal "2-,,/ ) 10r 2015 

Pj.	 BUPATI LAMPUXq. SELATAN, 

KHERLANI 

Diundangkan di Kalianda 
pada tanggal '1-~ $'t{ 

SEKRETARIS DAERAH KABUPAT 

L¥'lPUNG SELATAN TABUN 2015 NOMORBERITA DAEP.AH
 


